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TAHUN ANGGARAN 2018 

 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 

Menimbang : a.  Bahwa Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan melewati batas waktu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 317 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa, Pengambilan keputusan mengenai 
rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala 
daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan berakhir. 

c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 317 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa, Apabila DPRD sampai batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan 
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan 
pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 
berjalan. 

d. bahwa sebagaimana ketentuan pada Butir IV.13 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017, menegaskan antara lain 
bahwa Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan 
setelah persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2017; 
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e. bahwa sebagaimana ketentuan pada Butir V.22 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017, menegaskan antara lain 
bahwa pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau 
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum 
dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :  
1. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 

Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan 
DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam 
LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan 
APBD.  

2. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana 
transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan 
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya 
sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah 
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud 
dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.  

f. bahwa sebagaimana ketentuan pada Butir V.22 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017, menjelaskan bahwa 
Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana transfer ke 
daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk 
teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal 
penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya 
tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, 
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan 
dana transfer dimaksud dengan cara menganggarkan kembali 
mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan 
terlebih dahulu mengubah peraturan Kepala Daerah tentang 
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD 
untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2018 . 

g. bahwa sebagaimana ketentuan pada Butir V.37 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017, menegaskan bahwa dalam 
hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak 
ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun 
anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada 
akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode 
rekening berkenaan.  
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h. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
huruf c, persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Penajam Paser  Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2018 melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, maka Bupati Penajam Paser Utara 
melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam  APBD 
Tahun Anggaran 2018, selanjutnya pendanaan beberapa 
komponen yaitu : 
1. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau 

mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum 
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018; 

2. Penyesuaian dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk 
teknis tahun berkenaan; 

3. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak 
ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun 
anggaran sebelumnya; 

4. Kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan. 

   yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat 
dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Kabupaten Penajam Paser 
Utara tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. 

i. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sampai dengan huruf h perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 
70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran  2018; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2018; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12  
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 
Tahun 2009); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21  
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 
Tahun 2017); 
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18. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 70 Tahun 2017 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser 
Utara Nomor 70 Tahun 2017) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser 
Utara Nomor 12 Tahun 2018); 

 

 
MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN  BUPATI  PENAJAM PASER UTARA TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM  PASER  UTARA  TAHUN 
ANGGARAN  2018. 

 
 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara 
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 70) diubah sebagai berikut :  

 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 
terdiri atas : 
1. Pendapatan daerah 

a. Semula Rp. 1.155.354.902.000,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 140.496.934.701,00 
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.295.851.836.701,00 

 
2. Belanja 

a. Semula Rp. 1.492.126.437.591,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 168.418.284.224,00 

    Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.660.544.721815,00 
    Surplus/(Defisit) Rp.  (364.692.885.114,00) 

 
 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan   

1. Semula Rp.  369.390.910.492,00 
2. Bertambah / (Berkurang) Rp.        6.294.504.544,00 

            Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 375.685.415.036,00 
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b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  

1. Semula Rp.  32.619.374.901,00 
2. Bertambah / (Berkurang) Rp.    (21.626.844.979,00) 

       Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.992.529.922,00 
                Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.   364.692.885.114,00 
  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

                        (SILPA) setelah perubahan Rp.    27.517.837.161,00 

2. Perubahan ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati 
ini.  

3. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5B 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 5B 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Penajam 
pada tanggal 15 November 2018        

BUPATI PENAJAM PASER UTARA 

 
Ttd 
 

ABDUL GAFUR MAS’UD 
 

 
Diundangkan di Penajam 
pada tanggal 15 November 2018        

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 
 

Ttd 
 
TOHAR 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 35.  

 


